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ABSTRACT

The land database has been generated through the Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) program that organized by the Ministry of Agrarian
Affairs and Spatial Plan/National Land Agency as an effort to accelerate land
registration in Indonesia. Availability of a valid, accurate, complete, and integrated
land database could be implemented through multipurpose cadaster concept, that
is using and utilizing land database for various purposes by government
institutions.

The objectives of this research are to determine potentials of developing a
multipurpose cadaster on utilization of the database generated by the PTSL
program and utilization strategies of the database generated by the PTSL program
in the framework of developing a multipurpose cadaster in Kabupaten Boyolali.
This research is qualitative research with descriptive explorative approach and
using interview, observation, and documentation study as data collection
techniques.

This research collected information of needed land data varieties and data
utilization constraints to determine potentials of developing a multipurpose
cadaster. Integration and utilization of land database could sustain some activities
such as land statistic publication, integrated regional government database
compilation, spatial planning formulation and evaluation, village land
administration, and taxation data updating. Utilization strategies of the database
generated by the PTSL program to optimize potentials of developing a
multipurpose cadaster are complete measurement of land surfaces, data quality
improvement of registered land surfaces, and cooperation building with various
government institutions.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketersediaan basis data pendaftaran tanah sistematis lengkap
(PTSL) dalam sebuah peta kadaster menjadi landasan pengembangan
kadaster multiguna. Kadaster multiguna dinyatakan oleh Rusmawar, dkk
(2012 dalam Saputro 2016) sebagai konsep kadaster yang dapat digunakan
untuk berbagai macam tujuan, dan merupakan suatu sistem administrasi
pertanahan yang modern mencakup fiskal, hukum, kelautan serta
perencanaan tata ruang. Kadaster multiguna sebagai wadah pertukaran data
dan informasi pertanahSan dari berbagai Instansi untuk integrasi data yang

berkaitan dengan pertanahan.

Kadaster multiguna dalam perkembangannya bertujuan agar
penggunaan data dan informasi pertanahan tidak hanya digunakan oleh
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) dalam kegiatan pertanahan, namun juga dapat digunakan
dalam penilaian tanah, perpajakan, pembuatan peta tematik dan kegiatan
lainnya. Peter Laarakker (2011, 15) menjelaskan bahwa kadaster multiguna
merupakan pendaftaran atau pencatatan banyak atribut pada bidang-bidang
tanah (Nugroho, Dewi dan Pinuji 2018). Pada penerapannya kadaster
multiguna memuat beberapa /ayer peta tematik berbasis bidang, kemudian
dianalisis dan disajikan dengan tema-tema tertentu untuk kepentingan

tertentu.

Pelaksanaan kadaster di Indonesia diwujudkan melalui kegiatan
PTSL yang mengupayakan percepatan pendaftaran tanah di Indonesia untuk
memetakan wilayah administrasi desa/kelurahan secara lengkap. Kegiatan
PTSL menghasilkan sebuah basis data pertanahan yang mencakup data
spasial dan data tekstual memuat informasi aspek kepemilikan, status tanah

serta hal-hal yang berkaitan dengan bidang tanah tersebut. Objek PTSL



tidak hanya meliputi bidang tanah belum terdaftar, namun sekaligus
pemutakhiran data bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan. Permen
ATR/KBPN No. 6 Tahun 2018 Pasal 25 menyatakan penyelesaian kegiatan
PTSL terdiri dari 4 kluster, meliputi Kluster 1 (K1) yaitu bidang tanah yang
memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah (SHAT),
Kluster 2 (K2) seperti halnya K1 namun terdapat perkara di pengadilan
dan/atau sengketa, Kluster 3 (K3) yaitu bidang tanah yang belum memenuhi
syarat untuk diterbitkan SHAT baik obyek maupun subjeknya, dan Kluster
4 (K4) yaitu bidang tanah yang memiliki SHAT namun belum dipetakan

atau telah dipetakan namun belum sesuai kondisi fisik di lapangan.

Hasil kegiatan PTSL tersebut berupa basis data pertanahan yang
menjadi dasar pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali dan peningkatan
kualitas data bidang terdaftar. Basis data pertanahan yang dikelola dan
dihimpun oleh Kantor Pertanahan dalam suatu sistem administrasi
pertanahan, kini berkembang menjadi Sistem Informasi Pertanahan (SIP)
yang diolah dan disajikan pada sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan
(KKP). Perkembangan era digitalisasi menuntut administrasi pertanahan
dapat dikelola dalam wadah informasi yang mendukung pelayanan
pertanahan serta acuan dalam merumuskan konsep pembangunan

berkelanjutan.

Pengadaan SIP membutuhkan basis data pertanahan yang memuat
berbagai informasi pertanahan yang valid dan terpercaya. Transparansi
informasi akan memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan akurat
karena validitas data lebih terjamin (Brilianto 2019). Basis data yang
dikelola ialah bidang-bidang tanah yang dapat memberikan batasan wilayah
secara detail. SIP dapat digunakan sebagai sarana untuk menghubungkan
berbagai data melalui pertukaran data atau integrasi dan pemanfaatan data

pertanahan.

Selaras dengan hal tersebut, diperlukan suatu inovasi dan strategi

pembangunan data pertanahan berbasis bidang tanah yang valid dan



berkelanjutan, salah satunya Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah
bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menandatangani Nota
Kesepakatan untuk Pengintegrasian Data Pertanahan di lingkungan Provinsi
Jawa Tengah. Pelaksanaan ini melibatkan 3 pemangku kepentingan daerah
wilayah kabupaten/kota, yaitu Kantor Pertanahan, Masyarakat/Pemerintah
Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pola ini dinamakan
Trisula dimana 3 pemangku kepentingan bekerja sama untuk mewujudkan
pembangunan data pertanahan berbasis bidang di setiap desa/kelurahan

lengkap.

Pola Trisula sebagai strategi percepatan untuk memenuhi kebutuhan
terhadap data berbasis bidang tanah. Tersedianya basis data pertanahan
desa/kelurahan yang lengkap, selaras dengan tujuan PTSL untuk percepatan
pemberian kepastian hukum atas tanah serta memberi peluang terhadap
pemanfaatan basis data hasil kegiatan PTSL dapat dikembangkan berbagai
kepentingan, khususnya Pemerintah Daerah. Trisula telah diterapkan oleh
beberapa Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah, salah satunya Kantor
Pertanahan Kabupaten Boyolali berkolaborasi dengan Badan Keuangan

Daerah (BKD) Kabupaten Boyolali.

Kolaborasi tersebut melibatkan Kantor Pertanahan berperan sebagai
tim pelaksana kegiatan teknis seperti pengukuran dan pemetaan, Pemerintah
Desa/Kelurahan yang terlibat berperan membantu dalam memposisikan
bidang tanah K4, dan sedangkan BKD berperan memberikan dukungan
penyediaan anggaran kegiatan PTSL. Selain dukungan anggaran, BKD
Kabupaten Boyolali juga menyiapkan data dukungan seperti Data
Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) dan Peta Desa/Peta
Blok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pelaksanaan Trisula di Kabupaten Boyolali berlangsung di
desa/kelurahan yang terpilih sebagai pilot project pada tahun 2020,
sekaligus target lokasi kegiatan PTSL. Namun, sebagian desa/kelurahan

lainnya ditetapkan sebagai lokasi PTSL pada tahun 2021. Beberapa desa



tersebut, antara lain Desa Gondangrawe dan Desa Mojo yang berada di
Kecamatan Andong, Desa Banyuurip dan Desa Blumbang yang berada di
Kecamatan Klego, serta Desa Klakah dan Desa Lencoh yang berada di

Kecamatan Selo.

Pada praktiknya, Trisula memerlukan sinergitas antar pemangku
kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pertanahan
seperti memposisikan bidang tanah yang belum terpetakan dan bidang tanah
yang belum terdaftar. Hasil sinergitas melalui Trisula diharapkan dapat
mewujudkan pembangunan data pertanahan yang lengkap, valid dan
berkelanjutan, dimana ketersediaan basis data tersebut dapat membantu

perumusan kebijakan.

Basis data pertanahan hasil kegiatan PTSL melalui Trisula telah
diserahkan ke BKD Kabupaten Boyolali, yang digunakan sebagai acuan
dalam pembaharuan data pajak bumi dan bangunan. Selain hal tersebut,
pemanfaatan basis data hasil kegiatan PTSL dapat dikembangkan untuk
mendukung kegiatan Instansi Pemerintah lainnya. Berdasarkan informasi
dari Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali menyatakan bahwa belum
diketahui bentuk pemanfaatan basis data PTSL selain BKD Kabupaten
Boyolali.

Penggunaan informasi pertanahan memberikan kemudahan dan
kepastian hukum dalam berbagai macam program dan kegiatan Instansi
Pemerintah. Basis data hasil kegiatan PTSL menjadi salah satu alat yang
menyajikan peta kadaster untuk mendorong percepatan pelaksanaan
kebijakan satu peta (one map policy) pada pelaksanaan pembangunan
nasional. Sebagaimana terbitnya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016,
mengatur kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial,
satu standar, satu basis data dan satu geoportal. Integrasi dan pemanfaatan
data pertanahan melalui kegiatan PTSL dapat mendukung kebijakan satu
peta dengan menyediakan data pertanahan secara luas. Salah satu

perwujudannya dengan membangun suatu kerangka pengembangan



kadaster multiguna yang menyatukan berbagai informasi dari berbagai
sektor ke dalam satu peta yang saling terintegrasi. Hal tersebut merupakan
upaya meniminalisasi konflik pertanahan yang disebabkan oleh tumpang

tindih informasi pada peta kadaster.

Relevan dengan hal tersebut, diperlukan penelitian untuk
mengetahui potensi pemanfaatan basis data PTSL dalam pengembangan
kadaster multiguna. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul
“Potensi Pemanfaatan Basis Data Hasil Kegiatan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap Melalui Pengembangan Kadaster Multiguna (Studi

Kasus di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah)”.

. Rumusan Masalah

Kerja sama melalui Trisula merupakan upaya bersama dengan
melibatkan 3 pemangku kepentingan untuk menghasilkan sebuah basis data
pertanahan desa/kelurahan lengkap. Data pertanahan yang valid dapat
diintegrasikan dengan berbagai data oleh Instansi Pemerintah untuk
pengambilan suatu keputusan. Terbatasnya pemanfaatan data pertanahan
membutuhkan identifikasi kebutuhan pengguna pada beberapa Instansi
Pemerintah di Kabupaten Boyolali. Pemanfaatan dapat dikembangkan
melalui kerangka kadaster multiguna untuk berbagai kepentingan dan
kebutuhan sesuai pelaksanaan tugas masing-masing Instansi Pemerintah.

Pengembangan kadaster multiguna berdasarkan ketersediaan basis
data lengkap yang valid dan akurat dari penyedia data pertanahan, yakni
Kantor Pertanahan. Basis data pertanahan yang valid memberikan peluang
dalam berbagai perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
Berdasarkan hal tersebut, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana potensi pengembangan kadaster multiguna memanfaatkan

basis data hasil kegiatan PTSL di Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana strategi pemanfaatan basis data hasil kegiatan PTSL melalui

kerangka pengembangan kadaster multiguna di Kabupaten Boyolali?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

a.

Mengetahui  potensi  pengembangan  kadaster — multiguna
memanfaatkan basis data hasil kegiatan PTSL di Kabupaten
Boyolali.

Mengetahui strategi pemanfaatan basis data hasil kegiatan PTSL
melalui kerangka pengembangan kadaster multiguna di Kabupaten

Boyolali.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan:

a.

Dapat menambah dan memperkaya pengetahuan mengenai
pengembangan kadaster multiguna dengan memantfaatkan basis data
hasil kegiatan PTSL untuk kepentingan multiguna oleh berbagai
pihak.

. Dapat menjadi salah satu referensi kebijakan perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan daerah. Selain tersebut, sebagai dasar
pertimbangan  kepada  Kementerian =~ ATR/BPN  dalam
mengembangkan kadaster multiguna sesuai kebutuhan data bagi

berbagai pihak.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Potensi pemanfaatan basis data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

(PTSL) melalui kerangka pengembangan kadaster multiguna diperoleh

melalui beberapa aspek, antara lain (a) kebutuhan terhadap pemanfaatan

basis data PTSL dan jenis-jenis data PTSL yang dibutuhkan oleh

beberapa instansi; (b) jenis-jenis data PTSL yang dapat dimanfaatkan

secara umum sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur

keterbukaan informasi publik; (c) basis data dari pemerintah daerah; dan

(d) kendala pemanfaatan basis data PTSL. Berdasarkan hal tersebut,

potensi pemanfaatan terhadap basis data PTSL, antara lain:

a.
b.

C.

Publikasi statistik pertanahan;

Penyusunan basis data Pemerintah Daerah terintegrasi,

Dasar pertimbangan pada penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
dan Rencana Detail Tata Ruang;

Sumber dan informasi dalam pelayanan izin berusaha;
Pembangunan basis data di desa/kelurahan; dan

Data dasar pada pemutakhiran data perpajakan dan penilaian tanah

berbasis bidang.

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan basis data hasil

kegiatan PTSL melalui pengembangan kadaster multiguna, antara lain:

a.

Pengukuran Bidang Tanah Secara Lengkap, untuk meminimalisasi
terjadinya tumpang tindih, baik batas bidang di lapangan maupun
batas bidang pada sistem pemetaan Geo-KKP.

Penyelesaian Peningkatan Kualitas Data Bidang Terdaftar, untuk
memperbaiki data spasial dan data tekstual terkait letak, luas dan
bentuk bidang tanah.

Membangun Kerja Sama dengan Berbagai Instansi Pemerintah,

untuk membangun koordinasi antar stakeholder terkait yang
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B. Saran

membutuhkan data dan informasi pertanahan. Kerja sama dapat
dibangun melalui perumusan kebijakan pengelolaan satu data

daerah Kabupaten Boyolali.

Berkaitan dengan permasalahan dan potensi yang ditemukan dalam

penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1.

Potensi pemanfaatan ini sebaiknya dikembangkan sesuai kebutuhan
masing-masing tiap Instansi Pemerintah dengan menyediakan data
bidang tanah yang lengkap, valid dan berkelanjutan melalui
pelaksanaan pendaftaran tanah. Basis data yang lengkap dan valid
dapat menjadi landasan utama untuk membangun kerangka
pengembangan kadaster multiguna di Kabupaten Boyolali.

Dalam mendukung pelaksanaan kadaster multiguna, Kantor
Pertanahan dapat menyusun rencana aksi dan inovasi yang
berkelanjutan, salah satunya bersinergi dengan berbagai stakeholder
terkait untuk membangun basis data pertanahan yang saling
terintegrasi. Koordinasi antar Instansi perlu ditingkatkan dan
diperluas untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan
dengan memanfaatkan data yang dikelola dan dibagipakaikan secara

bersama.

. Konsep sistem informasi pertanahan multiguna dapat memberikan

gambaran sebagai profotype atau skema rancangan sistem dalam
mewujudkan pengembangan kadaster multiguna di Kabupaten
Boyolali. Konsep ini dapat dikembangkan dengan menambahkan
berbagai informasi yang dibutuhkan serta pemberian akses kepada
setiap pemegang data guna pembaharuan data secara berkala.
Kegiatan ini memerlukan mekanisme dan dasar pelaksanaan yang
mendukung proses pembangunan suatu sistem informasi serta

keterlibatan pihak ketiga yang ahli bidang teknologi dan informasi.
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